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4. Untuk Lantai 3 :

Informasi Tata Ruang

. Gambar Situasi ( Denah Situasi )

Denah

. Tampak (depan, samping kanan dan kiri, belakang)

Potongan

Detail ( Pondasi, Kolom, Balok, Sloof, dll )

Denah Utilitas ( Air Bersih, Air Kotor, Listrik )

. Perhitungan struktur gedung ( kolom, balok, sloof,
plat, pondasi, dll )

Dilengkapi data sondir ( data uji tanah )

. Untuk bangunan beratapkan baja ringan
perhitungan struktur baja ringan ( berdasarkan
software masing-masing produsen baja ringan )

k. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh (

materai 6000 )

1. Tiap gambar dan persyaratan diberi alamat untuk
lokasi bangunan, nama pemohon dan alamat (
ditanda tangani ), serta yang menggambar dan
menghitung struktur juga bertanda tangan
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5. Untuk Tower
a. Gambar Situasi ( Denah Situasi )

b. Untuk tower harus sudah mengantongi ijin dari
Dinas Perhubungan & Bidang Tata Ruang DPUPR
Kab Cilacap, Dinas Lingkungan Hidup, juga ada
data persetujuan dari lingkungan ( warga )

Denah

. Tampak

Potongan
Detail ( Pondasi, baja, dll)
Perhitungan struktur tower ( pondasi, baja, dll )

. Untuk tower rooftop disertai hitungan struktur

bangunan gedungnya

. Dilengkapi data sondir ( data uji tanah )

. Surat pernyataan bertanggung jawab penuh (

materai 6000 )

k. Tiap gambar dan persyaratan diberi alamat untuk
lokasi bangunan, nama pemohon dan alamat (
ditanda tangani ), serta yang menggambar bertanda
tangan
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Sistem Mekanisme
dan Prosedur

b G g [ R,

Jangka Waktu
Penyelesaian

=
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1. Pemohon mendapatkan informasi tata ruang dari

Bidang tata ruang DPUPR Kabupaten Cilacap.

2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas

3. Bidang Tata Bangunan DPUPR Kabupaten Cilacap
menerima  formulir dan berkas permohonan
Rekomendasi teknis IMB

4. Bidang Tata Bangunan DPUPR Kabupaten Cilacap
Meneliti dan  menyiapkan rancangan  surat
rekomendasi teknik IMB.

5. Pemohon menerima surat rekomendasi Teknik IMB
setelah  ditandatangani Kepala Dinas DPUPR
Kabupaten Cilacap dan diregistrasi oleh Bidang Tata
Bangunan DPUPR Kabupaten Cilacap

5 hari kerja { setelah dokumen dinyatakan lengkap dan '
benar )
Gratis

o)l

5. | Biaya/Tarif
. | Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknik IMB

Sarana,

ruang tunggu , Parkir luas, toilet, pelayanan informasi |-
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‘ Prasarana/Fasilitas | dan pengaduan.
8. | Kompetensi Penyiapan data : SMA/SMK, S1/S2 !
Pelaksana Surveyor : SMA/SMK, S1/S2
Penganalisis data : S1/S2 diutamakan S1/S2 Teknik
L Sipil /Teknik Arsitektur |
9. | Pengawasan Internal | Pengawasan Pelayanan Internal oleh Kepala Bidang Tata
Bangunan dengan melakukan evaluasi pelayanan secara
rutm
10. | Penanganan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat
Pengaduan, Saran dilakukan seara langsung kepada petugas maupun
dan masukan melalui :
Telpon : (0282 ) 545603
Email : pupr@cilacapkab.go.id
Website : dpupr.cilacapkab.go.id
Lapor Bupati : 0852-9-0082800
Dengan jam kerja
Senin — Kamis 07:30 — 15:45
Jumat 07:00 - 15:00
Dengan persyaratan :
1. Pengadu wajib menyebutkan nama lengkap dan
alamat yang jelas dan benar
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM) untuk
L pengaduan melalui formulir pengaduan. ,
11. | Jumlah Pelaksana Personil yang melayani terdiri dari :
Personil Penyiapan data/admin : 1 orang
Surveyor : 5 orang
Penganalisis data : 5 orang |
12. | Jaminan Pelayanan Pelayanan dilakukan secara Cepat Tepat Ramah dan
Santun l
13. | Jaminan Keamanan | Pelayanan tidak dipungut biaya ( gratis )
= dan Keselamatan |
14. | Evaluasi Kinerja Disediakan formulir Survei Kepuasan Masyarakat dan
Pelaksana aplikasi Sisukma ( Sistem Survey Kepuasan Masyarakat
| ) untuk evaluasi kinerja.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan MT. Haryono Nomor 167 Telepon (0282) 545603 Faksimile (0282) 548161

Website: dpupr.cilacapkab.go.id E-mail: pupr@cilacapkab.go.id
CILACAP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 0¢0/\SH / 13} TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CILACAP

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pelayanan Publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

9. Peraturan Bupau Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

N 1 ™ T4
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta K Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;

10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang masih bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini;

Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan
Administrasi, yaitu :

1) Informasi Tata Ruang (ITR);

2) Rekomendasi Teknik IMB ( [jin Mendirikan Bangunan );

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dimaksud pada DIKTUM
KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal : 17 Juni 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR 060/153\/1F TAHUN 2019 '
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan

Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 nomor 27)

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan,

jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

a.

perumusan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa

konstruksi;

. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang

dan jasa konstruksi;

. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa

konstruksi;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, tata bangunan, tata

ruang dan jasa konstruksi;

. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

B. STANDAR PELAYANAN

1.

1. | Dasar Hukum

Informasi Tata Ruang ( ITR)

a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Cilacap 2011-2031

b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
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Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Cilacap

c. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2018 nomor 27)

Persyaratan
Pelayanan

- Situasi lokasi ( Sket, Siteplan, Denah)
- Identitas Pemohon

- Bukti hak atas tanah
- Luasan Tanah
Informasi jenis usaha
- Titik Koordinat Lokasi ( via Google Maps )

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

a. Surat Permohonan Informasi Tata
kelengkapannya;

b. Surat Permohonan informasi tata ruang ( telah
didisposisi Kepala Dinas ) diserahkan kepada Kepala
Bidang Tata Ruang;

c. Perintah Lebih lanjut dari Kepala Bidang Tata Ruang

kepada kasi Tata Ruang;

Penyusunan rencana pelaksanaan survei lapangan

Pelaksanaan survei lapangan

Pengolahan dan evaluasi hasil survei lapangan

Penerbitan Informasi Tata Ruang

Ruang dan

Jangka Waktu
Penyelesaian

d.
€
f,

g
2

Minggu

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Informasi Tata Ruang

SleNa

Sarana,
Prasarana/Fasilitas |

ruang tunggu , Parkir luas, toilet, pelayanan informasi dan
| pengaduan.

Kompetensi
Pelaksana

Penyiapan data
Surveyor

: SMA/SMK, S1/S2

: SMA/SMK, S1/S2

Penganalisis data S1/S2 diutamakan Planologi,
arsitektur landscape, geografi, geologi, studi
pembangunan, ahli dalam bidang tata ruang

Pengawasan
Internal

Pengawasan Pelayanan Internal oleh Kepala Bidang Tata
Ruang dengan melakukan evaluasi pelayanan secara
rutin.

10.

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan masukan

Penanganan pengaduan dan saran dapat melalui telepon (

0282 ) 545603 / email : pupr@cilacapkab.go.id / website :
dpupr.cilacapkab.go.id, Lapor Bupati : 0852-9-0082800

Dengan jam kerja
Senin — Kamis 07:30 - 15:45
Jumat 07:00 - 15:00

Dengan persyaratan :
1. Pengadu wajib menyebutkan nama lengkap dan
alamat yang jelas dan benar
2. Melampirkan fotokopi identitas (KTP/SIM) untuk

~_pengaduan melalui formulir pengaduan.

11.

Jumlah Pelaksana

Personil yang melayani terdiri dari :
Personil Penyiapan data : 1 orang
Surveyor : 2 orang
Penganalisis data : 1 orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilakukan secara Cepat Tepat Ramah dan
Santun

13.

Jaminan
Keamanan dan

Pelayanan tidak dipungut biaya ( gratis )
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Keselamatan

14. | Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Disediakan formulir Survei Kepuasan Masyarakat dan
aplikasi Sisukma ( Sistem Survey Kepuasan Masyarakat )

untuk evaluasi kinerja.

2. Rekomendasi Teknik IMB ( Jjin Mendirikan Bangunan )

is

[ Dasar Hukum

['a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Cilacap

b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 nomor 27)

c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Cilacap

d. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16
Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap

e. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu satu Pintu

Persyaratan
Pelayanan

2. Untuk Lantai 1 :

a. Informasi Tata Ruang

b. Gambar Situasi ( Denah Situasi )

c. Denah

d. Tampak ( Depan, Samping Kanan dan Kiri,
Belakang )

e. Potongan

f. Detail ( Pondasi, Kolom, Balok, Sloof, dil )

g. Denah Listrik & Rencana Titik Lampu

h. Untuk bangunan beratapkan baja ringan

perhitungan struktur baja ringan ( berdasarkan
software masing2 produsen baja ringan )

i. Tiap gambar dan persyaratan diberi alamat untuk
lokasi bangunan, nama pemohon dan alamat (
ditanda tangani ), serta yang menggambar bertanda
tangan

3. Untuk Lantai 2 :

a. Informasi Tata Ruang

b. Gambar Situasi ( Denah Situasi )

c. Denah ( digambarkan juga ada tidaknya void )

d. Tampak (depan, samping kanan dan kiri, belakang)

e. Potongan

f. Detail ( Pondasi, Kolom, Balok, Sloof, dll )

g. Denah Utilitas ( Air Bersih, Air Kotor, Listrik )

h. Perhitungan struktur ( kolom, balok, sloof, plat
lantai )

i. Untuk bangunan Dberatapkan baja ringan
perhitungan struktur baja ringan ( berdasarkan

software masing-masing produsen baja ringan )

j. Tiap gambar dan persyaratan diberi alamat untuk
lokasi bangunan, nama pemohon dan alamat (
ditanda tangani ), serta yang menggambar bertanda
tangan





